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RINGKASAN 

 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENYELUNDUPAN PAJAK DALAM 

PERJANJIAN NOMINEE 

 

Tesis ini menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris atas penyelundupan 

pajak dalam perjanjian nominee. 

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai permasalahan 

hukum dalam masyarakat. Dalam praktik Notaris banyak ditemukan bahwa 

Notaris membuatkan perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak 

yang dilakukan oleh investor asing dengan orang lokal di Indonesia.  

Bab II merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah 

yang pertama. Tanggung Jawab Notaris Atas Permintaan Para Penghadap Untuk 

Membuat Perjanjian Nominee. Pada dasarnya, hubungan hukum antara Notaris 

dan para penghadap ataupun para pihak  yang membuat akta di hadapan atau oleh 

Notaris tidak dapat dikontruksikan atau ditentukan pada awal Notaris dan para 

penghadap berhubungan, karena pada saat dibuatnya perjanjian itu belum terjadi 

permasalahan apapun. Pada dasarnya dalam pembuatan akta, Notaris hanyalah 

mengkonstatir kehendak para pihak, berdasarkan wewenang yang ada pada 

Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. 

Bab III merupakan hasil penelitian dari rumusan yang kedua Akibat hukum 

bagi Notaris yang membuat perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan 

pajak. Perjanjian nominee itu sendiri dibuat oleh Notaris. Jika mengandung upaya 

penyelundupan pajak dalam pembuatan nominee tersebut, maka Notaris dituntut 

untuk bisa mempertanggungjawabkan bila nantinya dikemudian hari timbul 

permasalahan-permasalahan dari adanya perjanjian tersebut. Bisa jadi terdapat 

pihak-pihak yang dikemudian hari merasa dirugikan, termasuk Pemerintah sendiri 

yang dirugikan, karena nantinya menyangkut pendapatan Negara karena terkait 

dengan penyelundupan pajak. Oleh karena itu, akan ada akibat hukum bagi 

Notaris apabila membuat perjanjian nominee yang mengandung penyeundupan 

pajak. 

Bab IV merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan 

saran penulis. Penulis menyimpulkan bahwa berkaitan dengan kewajiban jabatan 

yang diembannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris 

diwajibkan bertanggung jawab menolak membuat suatu perjanjian nominee 

karena perjanjian tersebut dinilai mengandung unsur itikad tidak baik dan 

melawan hukum. Akibat hukum bagi Notaris itu sendiri yaitu Notaris dapat 

dikenakan sanksi keperdataan, administratif, serta pidana. Notaris harus lebih 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani para penghadap yang hendak 

dimintakan membuat akta. Untuk Pemerintah yang berwenang membuat Undang-

Undang diharapkan mengkonstruksikan Hukum yang baru terhadap pelarangan 

Nominee lebih tegas dan terang. 
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ABSTRACT 

 

 

Responsibility of the Notary for Tax Smuggling in the Nominee Agreement 

 

The principle of freedom of contract which is part of an agreement is often 

misused to carry out legal smuggling. One form of agreement that is often related 

to legal smuggling is the nominee agreement. Many nominee agreements were 

made to avoid tax obligations which ultimately resulted in a tax smuggling crime. 

Generally the nominee agreement is made with a Notary deed so that in this case 

the birth is also the responsibility of the Notary who made the deed. 

This study further examines the responsibilities of Notaries at the request 

of the viewers to make nominee agreements and legal consequences for Notaries 

who make nominee agreements containing tax smuggling. 

The research method used is normative legal research, namely legal 

research conducted by examining library materials or secondary legal material 

while the problem approach is done using a legal approach and conceptual 

approach. 

The results of the study indicate that the nominee agreement is included in the 

nameless agreement. In the contract law both the named agreement and the 

nameless agreement must pay attention to the legal terms of an agreement. A 

nominee agreement made with the purpose of tax smuggling specifically to avoid 

tax obligations violates the legal conditions of the agreement, namely a lawful 

cause so that it relates to the duties and authorities of the Notary required to 

refuse to make a nominee agreement because the agreement is considered to 

contain bad faith and fight law .. The legal consequences for Notaries who make 

nominee agreements containing smuggling of tax can be subject to civil, criminal 

and administrative sanctions. 

 

Keywords: Notary Deed, Nominee Agreement, Tax Smuggling 
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ABSTRAK 

 

Tanggung Jawab Notaris Atas Penyelundupan Pajak Dalam Perjanjian 

Nominee 

 

Asas kebebasan berkontrak yang menjadi bagian dari suatu perjanjian 

seringkali disalahgunakan untuk melakukan suatu penyelundupan hukum. Salah 

satu bentuk perjanjian yang seringkali berkaitan dengan penyelundupan hukum 

adalah perjanjian nominee. Perjanjian nominee banyak dibuat untuk menghindari 

kewajiban perpajakan yang pada akhirnya membuat terjadi tindak pidana 

penyelundupan pajak. Umumnya perjanjian nominee dibuat dengan akta Notaris 

sehingga dalam hal ini melahirkan pula tanggung jawab bagi Notaris yang 

membuat akta tersebut.  

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab Notaris atas 

permintaan para penghadap untuk membuat perjanjian nominee dan akibat hukum 

bagi Notaris  yang membuat perjanjian nominee yang mengandung 

penyelundupan pajak. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 

hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee termasuk kedalam 

perjanjian tidak bernama. Dalam hukum perjanjian baik perjanjian bernama 

maupun perjanjian tidak bernama wajib memperhatikan syarat sahnya suatu 

perjanjian. Suatu perjanjian nominee yang dibuat dengan tujuan penyelundupan 

pajak khususnya untuk menghindari kewajiban perpajakan melanggar syarat 

sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sehingga berkaitan dengan tugas 

dan wewenangnyan Notaris diwajibkan bertanggung jawab untuk menolak 

membuat suatu perjanjian nominee karena perjanjian tersebut dinilai mengandung 

unsur itikad tidak baik dan melawan hukum.. Akibat hukum bagi Notaris yang 

membuat perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak dapat 

dikenakan sanksi secara perdata, pidana serta administratif. 

 

Kata Kunci : Akta Notaris, Perjanjian Nominee, Penyelundupan Pajak     
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pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun. Adapun 
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Selanjutnya, penyusun sadari tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa 
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